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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:
Kandar Ma'in Bin Libuh, tempat dan tanggal lahir mertak, 01 Juli 1975, agama

Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di Dusun Nandus Desa Mertak Kecamatan Pujut
KabupatenLombok Tengah, sebagai Pemohon I.

Masni Binti Kuduh, tempat dan tanggal lahir mertak, 06 September 1975,
agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat
kediaman di Dusun Nandus Desa Mertak Kecamatan Pujut
Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon | bersama dengan Pemohon I
disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 01 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Praya pada tanggal 10 September 2020 dengan register perkara Nomor
1118/Pdt.P/2020/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon | dan pemohon Il telah melangsungkan pernikahan secara
syari’at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 05 November 1996 di Dusun
Nandus Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dengan
wali nikah orang tuanya pemohon Il : KUDUH, umur 60 tahun, agama

Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bagik Rempung Desa
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Pengengat Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, berwakil wali
kepada Ky.Maisah umur 55 tahun, alamat Dusun Nandus Desa Mertak
Kec.Pujut ), dengan maskawin berupa Uang Rp.30.000 dan Seperangkat
Alat Sholat tunai, ljab Kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali
dengan pemohon | tanpa berselang waktu serta disaksikan 2 orang saksi
masing-masing bernama : SEREM ( Amag Mosot) umur 56 tahun, Agama
Islam, Pekerjaan Tani, alamat Dusun Nandus Desa Mertak Kecamatan
Pujut dan MA’UN ( Amaq Situm) umur 50 tahun , agama Islam, Pekerjaan
Tani, alamat Dusun Nandus Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten
Lombok Tengah, dihadiri oleh +50 orang ;

2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan pemohon | dan pemohon I
tersebut, pemohon | dalam status Jejaka dan pemohon Il dalam status
perawan. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan pemohon | dan
pemohon Il tidak memiiki hubungan keluarga baik kerabat, semenda
maupun susuan yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan
melainkan pemikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada
larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum
Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

3. Bahwa setelah melangsungkan pemikahan, pemohon | dengan pemohon |
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di umah pemohon | selama
24 tahun sampai Sekarang dan telah dikaruniai keturunan 3 orang : 1. Dewi
Sartika (Sudah Menikah) 2. Mohamad Khairi 3. Maiti

4. Bahwa atas pemikahan yang pemohon | dengan pemohon Il langsungkan
tersebut, hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan, dan pula
pemohon | dan pemohon Il hingga saatini masih beragama Islam ;

5. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta
nikah, karena pernikahan para pemohon tidak terdaftar di kantor Urusan
Agama Kecamatan setempat, sementara ini para pemohon membutuhkan
akta nikah untuk alas hukum dalam mengurus perlengkapan akta kelahiran
anak dan kepentingan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan
pengesahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon agar Ketua Pengadilan
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Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :
Primair :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon Il ;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | ( KANDAR MA'’IN Bin
LIBUH) dengan pemohon Il (MASNI Binti KUDUH) yang telah dilaksanakan
pada tanggal 05 November 1996 di Dusun Nandus Desa Mertak Kecamatan
Pujut Kabupaten Lombok Tengah pukul 16;00 Wita

3. Membebankan perkara ini sesuai hukumyang berlaku ;

Subsidair :

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan
adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 11 September 2020
untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan,
namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan
ke Pengadilan Agama Praya sehubungan dengan permohonan Pengesahan
Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah
hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon
telah mengajukan bukti tertulis berupa:

— Potokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202043112740268 atas nama
Kandar Ma’in (Pemohon ) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten
Lombok Tengah pada tanggal 09 Mei 2017 yang telah bermeterai cukup dan
telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1);

— Potokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202047112750386 atas nama
Masni (Pemohon Il) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok
Tengah tanggal 08 Mei 2017 yang telah bermeterai cukup dan telah cocok
dengan aslinya (Bukti P.2);
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Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi

di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Amaq Eyang bin Kayun, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,
bertempat tinggal di Dusun Nandus, Desa Mertak, Kecamatan Pujut,
Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menghadap di persidangan ini untuk
mengesahkan pernikahannya;

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon Idengan Pemohon Il menikah;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il menikah di Dusun nandus Desa
Mertak,Kecamatan Pujutt, Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 05
Nopember 1996;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung
Pemohon Il berwakil kepada Kiyai bernama Maisah;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon | dengan Pemohon Il adalah Kiyai
Dusun Nandus bernama Maisah;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab
kabul adalah Serem dan ma'un;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon Il berupa
uang sejumlah Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus Jejaka dan Pemohon I
berstatus Gadis;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah, semenda
atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikabh;

- Bahwa saksi tidak pemah mendengar ada pihak lain yang keberatan
atas pernikahan Pemohon | dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah bercerai, keduanya
hidup rukun sampai saat ini;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon | dengan Pemohon Il telah

dikaruniai 3 orang anak;
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- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk membuat
buku nikah dan aktab kelahiran anak dan lainnya;

2. Amag Situm bin Libuh, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,
bertempat tinggal di Dusun Nandus, Desa Mertak, Kecamatan Pujut,
Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon |;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menghadap di persidangan ini untuk
mengesahkan pernikahannya;

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon Idengan Pemohon Il menikah;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il menikah di Dusun nandus, Desa
Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, pada tanggal 05
Nopember 1996;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung
Pemohon berwakil kepada Kiyai bernama Maisah;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon | dengan Pemohon Il adalah Kiyai
Dusun nandus bernama Maisah;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab
kabul adalah Serem dan Ma'un;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon Il berupa
uang sejumlah Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus Jejaka dan Pemohon I
berstatus Gadis;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah, semenda
atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikabh;

- Bahwa saksi tidak pemah mendengar ada pihak lain yang keberatan
atas pernikahan Pemohon | dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah bercerai, keduanya
hidup rukun sampai saat ini;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon | dengan Pemohon Il telah

dikaruniai 3 orang anak;
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- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk membuat
Buku nikah dan akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon

menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak

mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
adalah sebagaimanatelah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan
Agama Praya selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata
tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan
Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini
dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan
permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah
melangsungkan pemikahan di Dusun Nandus Desa Mertak Kecamatan Pujut
Kabupaten Lombok Tengah, pada 05 November 1996, dengan wali nikah ayah
kandung bernama Kuduh, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Kyai bemama
Maisah, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 30.000,00 (Tiga puluh ribu
rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang
saksi masing-masing bernama Serem (Amag Mosot) dan Ma'un (Amaq Situm),
namun Pemohon | dengan Pemohon Il tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah
karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon |
dengan Pemohon Il sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk

pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;
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Menimbang, bahwa para Pemohon didalam meneguhkan dalil-dalil
permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 dan 2
(dua) orang saksi, yaitu Amaq Eyang bin Kayun dan Amag Situm bin Libuh;

Bahwa, terhadap alat bukti P.1 dan P.2 Majelis Hakim menilai bahwa
bukti tersebut berdasarkan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang
telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang mempunyai
nilai pembuktian sempuma dan mengikat, sehingga terhadap alat-alat bukii
surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut telah terbukti
Pemohon | dan Pemohon Il berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama
Praya dan oleh karena perkara a quo adalah bidang perkawinan, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 dan Penjelasan Umumnya angka 22 harus dinyatakan bahwa
Pengadilan Agama Praya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan
menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan para Pemohon,
Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang
menjadi saksi untuk memberikan keterangan di depan sidang dan oleh karena
saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah
sumpahnya yang masing-masing keterangannya ternyata saling bersesuaian
dan saling menguatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (1), Pasal
125 dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut harus dinyatakan
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga keterangannya
dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjutuntuk memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para
saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

— Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon | dengan Pemohon Il pada
05 November 1996 di Dusun Nandus Desa Mertak Kecamatan Pujut
Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah ayah kandung bemama
Kuduh yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Kyai, bernama Maisah, dengan
maskawin berupa uang sebesar Rp. 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) dan

seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah
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masing-masing bernama Serem (Amaq Mosot) dan Ma'un (Amagq Situm);

— Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon |
berstatus perawan;

— Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan keluarga atau
sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon lI;

— Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan
Pemohon | dengan Pemohon II;

— Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il sampai sekarang hidup rukun dan
tidak pernah bercerai dan keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang
masing-masing bernama:

a. Dewi Sartika
b. Mohamad Khairi
c. Maiti;

— Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta
kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menilai
akad nikah yang dilangsungkan oleh Pemohon | dan Pemohon | telah
memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur Pasal 2 ayat
(1), Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4, Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta bahwa tujuan dari
permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon | dan Pemohon Il adalah
untuk membuat Akta Nikah sebagai dasar hukum atas pengurusan identitas
atas anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan para Pemohon Majelis
Hakim menilai alasan tersebut dapat diterima sebagai alasan yang
berkepentingan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e)

Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim
memandang perlu mengutip pendapat ulama’ yang diadopsi menjadi pendapat
Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. Dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254:

Jae saaliy s snice adag piy dlana SO 3alle IS0 (sseall g

Artinya: “Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita,
harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan
syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”,

2. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:
GuYls Ao sl il sseall (Al e Ay Led gl NG
Artinya: “Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan bagi seseorang
perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum
atas pernikahannya®;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas,
maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Isbat Nikah para Pemohon
telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya terhadap atas pengesahan
perkawinan yang dilangsungkan oleh para Pemohon sebagaimana termuat
dalam petitum Nomor 2 surat permohonannyatersebutdapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan mereka belum dicatatkan, maka
agar perkawinan tersebut memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, diperintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk
mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan
Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang
perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon Il.
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2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Kandar Ma’in bin Libuh)
dengan Pemohon Il (Masni binti Kuduh) yang dilaksanakan pada tanggal 05
November 1996 di Dusun Nandus, Desa Mertak, Kecamatan Pujut,
Kabupaten Lombok Tengah;

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Praya pada Senin tanggal 6 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan
tanggal 16 Shafar 1442 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang
terdiri dari Ahmad Zuhri, S.H.I, M.Sy. sebagai Ketua Majelis dan Nismatin
Niamah S.H.l. serta Muhammad Jalaludin, S.Ag., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut,
dan didampingi oleh Muh Anwar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan

dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Nismatin Niamah S.H.I. Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy

Muhammad Jalaluddin, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Muh Anwar, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 50.000,00
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- Panggilan :Rp 300.000,00
- PNBP ‘Rp 20.000,00
- Sumpah 'Rp 25.000,00

- Peneriemah :Rp ,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai ‘Rp 6.000,00
Jumlah 'Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).
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